
BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR II TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING 

DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan 
dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
khususnya yang mengatur tentang dana hibah dan 
bantuan sosial, maka perlu diatur mengenai tata cara 
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring 
dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuen sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3851); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan ?erundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintah.an 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2854); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4738); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukao dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133)· 

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang P~kok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebon~ 
Nomor 9). 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENGANOGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
REJANGLEBONG 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerab yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD 

adalah Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
8 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dae.rah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
bak dan kewajiban daerah tersebut. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah. 

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong selaku 
pengguna anggaran/barang. 

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah dan 
dalam ha! ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
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14. Pejabat Penatausahaan Keuangan. SK.PD yang _selanjutnya disingkat PPK
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungs1 tata usaha keuangan pada 

15. ~i~~ggaran Pemerinta.h Daerab yang selanJub:Ya disingkat TAPD_ adalab 
tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati yang mempunyru tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 
penyusunan APBD. . . . 

16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang sel8;J1JUtnya d1smgkat RKA-PPKD 
adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kel)a Pengelola Keuangan Daerah 
(SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerab. . . . 

17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanJutnya dismgka:t _RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang bens1 program, 
kegiatan dan anggaran SKPD. 

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah. 

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumeo 
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar peocairan dana yang diterbitkan 
oleh BUD berdasarkan SPM. 

22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemeriotah daerah 
kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usa.ha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Sadan, Lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telab 
ditetapkan peruntukarmya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerab. 

23. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

24. Naskah Perjanji.an Hibah Daerah yang selanjutnya d isingkat NPHD adalah 
Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerab antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan 
penerima hibab. 

25. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial krisis ekonomi 
krisis_ politik, fenom~na alam dan bencana alam yang jika

1 

tidak dibe~ 
belanJa bantuan sos1al akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam 
kondisi wajar. 

26. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota 
masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan 
Y~g Maha _Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai 
tuJuan nas1onal dal~ wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
ber~asark~ Pancas1la termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat 
nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 
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BAB II 
RUANO LINGKUP 

Pasal2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksan?-an dan 
penatausahaan, pelaporan dan pertan~ngjawaban serta ~orutonng dan 
evaluasi pemberian hibah dan bantuan sos1al yang bersumber dan APBD. 

Pasa13 

(1) Hibah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, 
ataujasa. 

(2) Bantuan sosial sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang 
atau barang. 

BAB HI 
PENGELOLA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

Pasal 4 

(1) SKPD yang diberi kewenangan selaku pengelola dan/atau yang memberikan 
rekomendasi dan verifikasi atas hibah dan bantuan sosial, ditetapkan sebagai 
berikut : 
a . Sekretariat Daerah : 

1. Bagian Kesra yaitu mengelola hibah dan bantuan sos.la! di bidang 
keagamaan, keroasyarakatan dan kelompok masyarakat, antara lain 
masjid, gereja, lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan serta 
bidang lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan 
fungsinya; 

2. Bagian Organisasi yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial kepada 
KORPRJ serta bidang lainnya sesuai urusan peroerintahan yang 
menjadi tugas dan fungsinya; 

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu mengelola hibah dan bantuan 
sosial di bidang pendidikan dan kebudayaan antara lain PAUD, yayasan 
pendidikan, pondok pesantren, organisasi/kelompok seni budaya dan 
organisasi/kelompok yang bergerak di bidang pendidikan dan 
kebudayaan serta bidang lainnya sesuai urusan pemerintahan yang 
menjacti tugas dan fungsinya; 

c. Dinas Kesehatan yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial di bidang 
kesehatan serta bidang lainnya sesuai urusan pemerintahan yang 
menjadi tugas dan fungsinya; 

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial di bidang bina 
marga, cipta karya, keairan, pertanahan serta bidang lainnya sesuai 
urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya; 

e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu mengelola hibah dan bantuan 
sosial di bidang serikat pekerja/ tenaga kerja dan organisasi lainnya yang 
bergerak di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta bidang lainnya 
sesuai urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya; 

f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu mengelola hibah dan bantuan 
sosial untuk organisasi wanita, perempuan dan anak serta bidang lainnya 
s~suai urusan pemerintahan yang meajadi tugas dan fungsinya; 

g. Dmas Ketahanan Pangan yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial di 
bidang ketahanan pangan serta bidang lainnya sesuai urusan 
pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya; 

; 
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h. DinRs Lingkungnn Hiclup ynitu ml'ngc·loln hibnh dnn bnnrnnn oosi:tl di 
bidang lingkungnn hidup, krb<·rNihnn sr11" bi,tnnR lnmnyn sesu:11 11ru1>nn 
pemerintahnn ynn;: m,·r1Jnd1 111h"" dnn f1111r.s111\'n: 

1. Dinns Ker<·nduduknn d1111 l'rnem,111111 Sip,! , ,IIIU mr111:rlol:1 h1b:1h dn.n 
l>nn1unn Ml:<ml di hrd11111t l,rpr111i11<111kn11 d1111 11r11c-11tntr1n 1,1p1I c;c-na lmlnnJi 
lninnyn scsunj 11nrn1111 1x·rnrnnt11l11111 HIIIH 111r111111h t11H,(1111l1111 fu111-111in)n: 

j . Uinns Prmll<'rtln,·111111 M11synmk11 t tlnn De-·.,, y111t11 mr111:rl11l11 hihnh d:111 
bnn tun11 :;o:,;inl l-.q111cl11 l<"mhaw1 kr111:u,)11t11ltn11111 dr1i11/lu·lu1ah1111 bl'11n 
lrnlflnR lni1111y n SC':\Ulll ururuu1 pc111rnnt11hn11 ) 1111h mr11i11ch 1111',11, dun 
funssi11yn. 

k r>inns Pc:rhul,unwrn yo1tu 111cngcloln h1IJ11h dn11 bn11tun11 riw,inl ch lml"nn 
pcrhubungnn dnmt nntnm loin ory:nnir.i1m nr11:ku t1111 dnrnt (01 w111d1,) r.rr1n 
biclnnR lninnyn St':<111ni uru~111 pcmrnntnh:111 ynnf: mrnjtHh tllft,111 d,,n 
fungsinyn: 

1. Dinn:; l<omunikns1 dnn l11fom111t1k11 y111t11 111r11f:rloln h1bnh dnn bnntunn 
sosinl rli bidnns kom1111ik11111 <1011 111fom11111kJ1 tir1111 h1dnn1t 11111111~·11 1.e11uru 
11n1s:1n 1><·mr.rint11hnn ynn~: mrrwuh t11v.11r1 d1111 h111w,111yn; 

m . Dinns Prnnnnmnn M0<lnl cln11 l'rlnr,1111111 Tr1r,11d11 S111U 1'111111 )1'11111 

mcngclolt1 hih11h clnn b.1111111111 r,on,nl d1 lmlnnP. J><::nnnnmnn modnl. rncrgr 
clnn sumhcr dnyn mmrml 11rr111 h1clnn1t lninnw, W- "IU/11 unwnn 
p<'mt•nntnhnn )ll11R mrnjncl! lllftnll clnn funv.mnyn: 

n. Dinn!\ l' <'rtn1111111 dnn P(•riknnnn ynitu mc-np.rloln l11hnh dnn hnntunn 1.o-.1nl 
di lndnni; pcrtnninn dnn pcriknnnn , on1nr:i ln in krp:111J1 k--lompok 
tani/ pcnknnnn/pctcmnknn ~nn hiclnng lnmnyn r.--:.u:11 urul\ll!l 
pcmcnnt:1h11n yilnll mcnjudi tugns dnn fungsm~·n: 

o. Dnms Pari\\isata ynitu mcngcloln hibrth dnn b.-in tunn l,()'>1111 d1 b:d:,ng 
pnnwis.'\tll scna bidnng lninnJ·n scsu/\l urusnn pcmcnnu,hnn )flllH 

mcnjndi tugns dnn fungsiny11: 
J>. Omns Pcrdngn_ngan, l<opcmsi. UMhn Kcc1I dnn ),lcncn~,h. dnn 

Pcnndustrian yni tu mcngcloln hihnh dnn bnntunn sos111l ch b:<!nnr. 
pcrdngnngnn, kopernsi, usohn kc·dl dnn mcrwngnh. dnn penndus1nnn 
scna bidnng lainnyo scsuni un11111n p<'mcnn111.hnn ynng mC'nJnd1 tu1;;1s dnn 
fungsinyn: 

q . Oin:ts Pcmndom Kebaknron ynitu mcngclola hitmh dnn bruitunn . "l:nl d1 
btdang pemndam kcbnknmn scnn b1dn11g lninn~ n scsuni urut-:111 
pcmcrinwhan yang mcnjndi tugns tlnn funi:sinyn: 

r. Dina.'! Soi.in! yililll mcngcloln hibnh dnn h11ntu1111 sosinl 1-.rpadn ynyn-.im 
sosiol, panu jompo, pnnt1 n11uhnn, scnn bidnni: l11mny11 sc-s11n1 urus.111 
pemcrintnhon yllnf! mcnjncli tuftnS clnn rung:imya: 

s . Dinni, Pcmudn dnn Olnhrnp,n ynnu 111t·ni;c-lol11 h1b.'\h <Inn tmntu1111 r10sml 
kcpndn orgnn!tiw,i kcpnnudnnn, oq,111nn1nsi olnhmRn N<'rtn l11d11nft hunnyn 
scsurli unrnnn p,·mrnnt:chnn y1111g mc·njuch I ui;ns dnn funr.iam~ n. 

t . Sotun11 Pohs1 l'arnnn1: l'mjn y11 1111 n1rn1t.-lol11 l11hnh <Inn hn11tu1111 w1unl 
kcr,ndn in"lwnsi \'rrtik11I d1 h11h,111t kc-lr-1111111111111 111111 krlc-rt1b11n umum. 
pcrlinduni;nn mn:,y11mknt, ;.c-rt11 b1d11ng lmnnyn t;c-:iuc11 unl'l.flll 
~mcrinrnhnn ynni:: mrnJfl<h !lifVlll <11111 f1111i::!11nyn 

u . Umlnn Pcrcncnmrnn Pcmbn11ft11nnn Dnrmh yn1111 mc-111:rtoln hrhnh clnn 
hnntunn so:;inl ch hidnnR J)<•rt'nrnnnnn, pcnc-htmn cllm pcn~c-111h!U1i;:nn 
scrtn hidnnp, lninn) n ~sun1 uruAAn prmcnntnhnn ynn1: mrninch 111~1111 tln11 
funp.mnyn: 

\'. [);1dnn f'C'np,elol:mn Kc·unn((nn Onr mh y1111 11 mrni:rloln h1hah dn11 bnntunn 
sosinl di bidnnR kr11nnF:nn dnn HM"t clnrrnh 1,rnn hulnnr, lnmnyn S<'IIUnl 
unH,nn rcnwnn111hnn yn11R m,·n;nch tuitnu dnn hm1sscn\'n. 

w. Bndan Kcprg11w:11nn dnn l'rnf:rmhnn1<11n ~umhrr l)nyn Mnnusia yor ru 
mengcloln hibah dnn bantunn M111ml <11 h1dnnR kcp<"g:mn inn dan 
pcngcmbnng<1n s11mbcr dnJn mnnusia ~nn btdllng lnmnyn SC"suai uru8lln 
pemcrintahan yang mcnjndi tugas dnn fungsinyn: 
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x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu mengelola hibah dan bantuan 
sosial kepada instansi vertikal serta bidang lainnya sesuai urusan 
pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya; 

y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu mengelola hibah dan 
bantuan sosial di bidang penanggulangan bencana daerah serta bidang 
lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya. 

z. Rumah Sakit Umum Daerah Curup yaitu mengelola hibah dan bantuan 
sosial sesuai dengan urusan pemerintahan yang rnenjadi tugas dan 
rungsinya; dan 

a. SKPD/Unit l<erja lainnya yaitu rnengelola hibah dan bantuan sosial 
sesuai dengan m·usan pemerintahan yang rnenjadi tugas dan fungsinya. 

(2) Tugas masing-masing SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yaitu: 
a. melakukan verifikasi atas proposal /pennohonan hibah dan bantuan sosial 

yang disampaikan oleh penerima hibah dan bantuan sosial; 
b. membuat Nota Dinas kepada Bupati perihal rekomendasi dan persetujuan 

atas proposal/pennohonan hlbah dan bantuan sosial yang diajukan; 
c. menyampaikan rekomendasi atas proposal hibah dan bantuan sosial 

berdasarkan kriteria kelayakan dan kepatutan kepada Sekretaris Daerah, 
untuk diteruskan kepada TAPD untuk dianggarkan; 

d. melakukan veriflkasi berkas kelengkapan persyaratan sebelum 
ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah dan Bantuan 
Sosial. 

(3) Untuk kelancaran dan memudahkan koordinasi antar SKPD/Unit Kerja 
pengelola hibah dan bantuan sosial dalam melakukan verifikasi atas 
pennohonan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait 
atau Tim pada SKPD/Unit Kerja pengelola hibah dan bantuan sosial. 

(4) Penetapan SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

( 1) 
(2) 

(3) 

BAB[V 
HIBAH 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 5 

Pemberian hibah dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah. 
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan 
pilihan. 
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionaUtas, dan manfaat 
untuk masyarakat. 

(4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ke.seimbangan 

(SJ 

(6) 

distribusi pemberian hibah. 
Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan atau 
suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional. 
Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa 
pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal pikiran. 

(7) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. 

(8) Pemberian h ibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
kriteria paling sedikit : 
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a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan; 
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang 
tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan; 

2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3) partai politik; dan/atau 
4) ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan; 

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung 
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan; dan 

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah. 
(9) Kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8) huruf c, dalam pengertian penerima hibah tidak dapat 
menerima hibah kembali dalam jangka waktu sekurang-kurangnya satu 
tahun setelah menerima hibah. 

(10) Kriteria pengecualian ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan 
bagi penerima hibah yang dapat dianggarkan secara terus menerus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 4), yaitu : 
a. merupakan program/kegiatan skala nasional yang dilaksanakan di 

daerah; 
b. adanya perintah/amanat dari peraturan perundang-undangan atau 

ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 
Peraturan Bupati Rejang Lebong, Kesepakatan Bersama, Perjanjian 
Kerja Sama atau AD/AfIT Badan/Yayasan/Lembaga/Organisasi 
Kemasyarakatan; 

c. Badan/Yayasan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di 
bidang Pendidikan. 

Pasal 6 

Hibah dapat diberikan kepada : 
a. pemerintah pusat; 
b. pemerintah daerah lainnya; 
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau 
d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia. 

Pasal 7 

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga 
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah. 

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru basil peroekaran daerah 
sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada Sadan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

(4) Hibah kepada Sadan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf c, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang 
diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

8 



(SJ Hibah kepada badan dan lerobaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf d, diberikan kepada : 
a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telab memiliki 

surat keterangan terclaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubemur atau 
Bupati; 

c. badan clan Jembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan 
berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, 
clan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah 
Daerah melalui pengesahan atau penetapan clari pimpinan instansi 
vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai 
dengan kewenangannya; dan 

cl. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan clan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerlntah 
daerab sesuai dengan kewenangannya. 

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan kepada organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah 
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang 
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai clengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 8 

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud clalam Pasal 7 
ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : 
a. memiliki kepengurusan di claerah; 
b. memiliki surat keterangan clomisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; 
c. berkedudukan clalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/ 

at.au baclan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah 
administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian 
sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah; 

d. memiliki sekretariat/kantor; 
e. memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri 

Dalam Negeri, Gubemur, Bupati atau SKPD terkait sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : 
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan 

hak asasi manusia; 
b. berkedudukan dalam wilayah daerah; 
c. memlliki sekretariat tetap di daerah; 
d . memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal 9 

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi 
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyampaikan 
usulan hibah secara tertulis kepacla Bupati dengan clilengkapi proposal. 

(2) Khusus hibah dalam bentuk jasa hanya dlperkenankan clalam hal jasa 
dimaksud merupakan satu paket atau pendukung dalam pemberian hibah 
berbentuk barang/konstruksi. 
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(3) Dal.am ha! usulan hibah berbentuk jasa di luar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), maka usulan hibah tidak dapat diterima. 

(4) Proposal untuk permohonan h ibah berupa uang paling sedikit memuat: 
a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta

fakta dan pennasalahan-pennasalahan yang melatarbelakangi 
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon 
penerima hibah; 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan 
dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah; 

c. susunan kepengurusan (untuk BUMN, BUMD, badan dan Jembaga, 
serta organisasi kemasyarakatan), berisi uraian tentang susunan 
pengurus dari BUMN, BUMD, badao dan lembaga, serta organisasi 
kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah; 

d. domisili sekretariat (untuk BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta 
organisasi kemasyarakatan), berisi uraian tentang keberadaan/alamat 
sekretariat dari BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi 
kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon 
yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; 

e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh caloo penerima hibah; 

f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat 
pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima 
hibah· 

' g. rincian kebutuhan anggaran/ rencana anggaran biaya, berisi uraiao 
tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan 
termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan 
lainnya; 

h. tanda tangan dan nama lengkap (pirnpinan/ ketua) serta di stempel/cap 
calon penerima hibab. 

(5) Apabila kegiatan yang diajukan berupa peke.rjaan konstruksi maka rencana 
anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g harus dibuat 
dan ditandatangani oleh badao hukum atau perorangan yang memlliki 
kompetensi dalam bidang konstruksi. 

(6) Proposal untuk permohonan hibah berupa barang/jasa paling sedikit 
rnemuat: 
a. Iatar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta

fakta dan permasalahan- pennasalah"n yang melatarbelakangi 
diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibab; 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan 
diajukannya permohonan hibab oleh calon penerima hibah; 

c. susunan kepengurusan (untuk BUMN, BUMD, badan dan lembaga, 
serta organisasi kemasyarakatan), berisi ura.ian tentang susunan 
pengurus dari BUMN, BUMD, badao dan lembaga, serta organisasi 
kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah; 

d. domisili sekretariat (untuk BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta 
organisasi kemasyarakatan), berisi uraian tentaog keberadaan/alamat 
sekretariat dari BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi 
kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon 
yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; 

e. jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon, berisi uraian tentang jenis 
dan jumlah barang/jasa yang dimohon oleh calon penerima hibah 
kepada Pemerintah Daerah; 

f. tanda tangan dan nama lengkap (pimpinan/ ketua) serta di stempel/cap 
calon penerima hibah. 

(7) Bupati menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan verifikasi atas 
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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(8) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait scbagaimana dimaksud pada ayat (7) 
adalah SKPD/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana 
climaksud dalam Pasal 4. 

(9) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertujuan untuk : 
a. memastikan keberadaan BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta 

organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah (tidak fikti~; 
b. memastikan domisili/alamat sekretariat sesuai dengan proposal yang 

diajukan oleh calon penerima hibah; 
c. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum 

dilaksanakan oleh calon penerima hibab; 
d . meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai 

kebutuhan, antara lain : 
1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon pencrima hibah; 
2. fotocopy dokumen/akta pendirian/pembentukan BUMN, BUMD, 

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan atau 
penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta 
notaris/ keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus 
atau dokumen lainnya yang dapat clipertanggungjawabkan; 

3. surat pemyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani 
oleh calon penerlma hibah (untuk BUMN, BUMD, badan dan 
lembaga, serta organisasi kemasyarakatan); 

4. Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam 
Negeri, Gubemur, Bupati atau SKPD terkait sesuai dengan 
kewenangannya untuk badan dan lembaga; 

5. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan huku.m 
dan bak asasi manusia untuk organisasi kemasyarakatan. 

6. fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah dan/ atau 
surat pemyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh 
Kepala Desa/Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan 
pekerjaan konstruksi) serta dilengkapi dengan foto/dokumentasi; 

7. fotocopy sertifikat keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda 
Tamat Belajar Sekolah Kejuruan jurusan bangunan atau sejenisnya 
yang bertanggung jawab menandatangani Rencana Anggaran biaya 
(apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi); 

8. fotocopy rekening bank atas nama calon penerima hibah yang 
specimennya atas nama pimpinan/ketua dan bendahara. 

(10) Format Surat Pemyataan tidak terjadi konllik internal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) huruf d angka 3, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran A Peraturan Bupati ini. 

(11) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan 
ayat (8) menyampaikan basil verifikasi berupa proposal dan rekomendasi 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berisi keterangan 
mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan disertai 
kesimpulan pennohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui, dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Peraturan Bupati ini. 

Pasal 10 

(1) Dalam hal proposal dan rekomendasi sebagairoana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (12) disetujui, maka Bupati meneruskan proposal dan rekomendasi 
dimaksud ke Bappeda Kabupaten Rejang Lebong untuk dibahas lebih lanjut 
dengan TAPD sebagai pertimbangan penganggaran dalam Rancangan APBD 
atau Rancangan Perubahan APBD. 

(2) Dalam hal berdasarkan basil verifikasi Kepala SKPD/Unit Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) menghasilkan rekomendasi tidak dapat 
disetujui, maka PPKD melalui TAPD tidak dapat menganggarkan pada APBD 
tahun berkenaan atau pada Perubahan APBD. 
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(3) Rekomendasi Kepala SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan dasar penerbitan NPHD yang merupaka.n salah satu syarat untuk 
pencairan Dana hibah. 

Pasal 11 

( l) Hi bah berupa uang, barang atau jasa dicanturokan dalam RKA-SKPD terkait 
den.gan tugas pokok dan fungsinya. 

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar 
penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

(I) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis 
belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada SKPD. 

(2) Hibah berupa barang at.au jasa dianggarkan dalam kelompok belanja operasi 
yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke 
dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa 
berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja hibah 
barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD. 

(3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dicantumkan narna penerima dan besaran hibah. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 13 

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang at.au jasa berdasarkan atas 
DPA-SKPD atau DPA-PPKD yang terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 14 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani 
bersarna antara Kepala SKPD dan penerima hibah. 

(2) NPHD disusun setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD/Unit Kerja 
terkait, dengan basil rekomendasi pemberian hibah dapat disetujui. 

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sediklt memuat ketentuan 
mengenai: 
a . pe.mberi dan penerima hibah; 
b. tujuan pemberian hibah; 
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 
d . hak dan kewajiban; 
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; 
f. tata cara pelaporan hibah; 
g. jangka waktu; 
h. sumber dana; dan 
i. sanksi. 

(4) Format NPHD sebagaimana diroaksud pada ayat (3) , tercantum dalam 
Lampiran C Peraturan Bupati ini. 

Pasal 15 

(I) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis 
barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan 
Peraturan Bupati tentang peajabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD. 

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi dasar 
pcnyaluran/penyerahan hibah. 
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(3) Pcnynlurnn/pcnycrnhnn hihuh clnri Sl<PD lwpndn pcncrimn hilmh dil1,kukttn 
sctelnh pcnonclatnngnnan NPHD. 

(q) Pcnycmhnn I libah bcrupa uang kcpacJu pcncrimo hibuh cJiluangkan cJalam 
Serita Acara Scrah Tcrima Uang. 

(5) Pcnycrahan Hibah bcrupn barang kcpnda pcncrirna hibah dit.uangkan dalam 
Serita Acara Scrah Terima Barang/Jauu. 

(6) Permintaan pcmbayaran atas Belanja Hibah dapat dilakukan mclalui Surat 
Permintaan Pcmbayaran (SPP) Langsung (LS). 

(7) BUD/Kuasa Bcmdahara Umum Dacrah Kabupalen Rcjang l..chong 
mcmpunyai tugas mcmproscs pcrmintaan pcmbayaran dan pencairan hibah 
bcrupa uang sesuai pcraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 16 

(1) Proses pembayaran atas bclanja hibah berbentuk uang dilakukan melalui 
transfer langsung kc rekening penerima dana Hibah. 

(2) Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan hibah bcrbcntuk 
uang beserta proposal hibah kepada SKPD/Unit Kerja terkait sesuai dengan 
kewenangannya. 

(3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada proposal yang diajukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data terbaru sesuai 
dengan koncJisi di lapangan. 

(4) SKPD/Unit Kerja yang terkait melakukan verifikasi berkas dengan 
kelengkapan sebagai berikut : 
a. Proposal pengajuan hibah yang te.lah didisposisi Bupati; 
b. Surat permintaan pencairan oleh penerima Hibah; 
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (bennaterai); 
d. Pakta lntegritas (bcrmaterai); 
e. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh penerima hibah 

(bermaterai); 
f. Suku Rekening / Rekcning Koran yang masih aktif; 
g. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penerima Hi bah (bermaterai); 
h. Rencana Anggaran Siaya (RAB) sesuai dengan anggaran yang telah 

disetujui; 
1. Serita Acara Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani SKPD dan 

penerima hibah (Bermaterai); 
J, Dokumen-dokumen pendukung pada saat verifikasi terhadap proposal 

yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 9 ayat 
(9) huruf d; 

k. Khusus untuk hibah kepada Partai Politik, selain memenuhi 
kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf 
i, ditambah dengan : 
1. SK OPP; 
2. Surat Keterangan Referensi Bank; 
3. LPJK dari BPK-RJ tahun sebelumnya. 

(5) Untuk pcnandatanganan Nota Dinas Pe.ncairan Dana Hibah dilakukan oleh 
Kepala SKPD. 

(6) Format Not.a Dinas Pencairan Dana Hibah, Serita Acara Serah Terima 
Hibah, Surat Keterangan Transfer, Pakta Integritas, dan Surat Pemyataan 
Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam 
Lampiran D, E, F, G dan H Peraturan Supati ini. 

Pasal 17 

Pcngadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana hibah dilaksanakan 
sesuai dengan ketcntuan pcraturan perundangan yang berlaku di bidang 
pengadaan barang dan jasa pcmerintab. 
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Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 18 

(l) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaa.n hibah 
kepada Bupati melalui SKPD pengelola hibah. 

(2) Dalam ha! sampai dengan bera.khirnya akhir tahun anggaran masih terdapat 
sisa da.na hibah ma.ka penerima hibah ha.rus mengembalikan sisa dana hibah 
paling lambat tanggal 30 bulan Desember tahun anggaran berjalan kepada 
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Rekening Kas Daerah pada 
Bank Bengkulu Cabang Curup. 

(3) Dikecualika.n bagi penerima hibah yang masih terdapat sisa dana hibah di 
tahun anggaran berjalan yaitu Badan/Yayasan/Lembaga/Organisasi 
Masyarakat yang bergerak di bidang Pendidikan. 

(4) Sisa dana hibab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan 
laporan penggunaan dana pada tahun anggaran berikutnya dan dalam hal 
masih terdapat sisa dana hibah maka penerima hibah ha.rus mengembalikan 
sisa dana hibab dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 
melalui Rekening Kas Daera.h pada Bank Bengkulu Ca.bang Curup. 

(5) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaima.na dimaksud pada ayat 
(l) paling sedikit memuat: 
a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai 

pelaksa.naan kegiatan yang telah dilakukan oleb penerima hibah; 
b. ma.ksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan 

disusunnya lapora.n penggu.naan hibah; 
c. basil kegiata.n, berisi uraian tentang basil kegiatan yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang tela.h diajukan kepada 
Pemerintah Dae.rah dan NPHD; 

d. rea.lisasi penggunaan dana, berisi ura.ian tentang anggaran yang telah 
dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk 
membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan. sesuai dengan proposal 
hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 
dan NPHD; 

e. penutup, berisi ura.ian tentang hal-hal yang perlu untuk disampa.ikan 
oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; 

f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta 
stempel/ cap organisasi/ lembaga; 

g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang te.lah dilaksanakan. 
(6) Penerima bibah berupa barang a.tau jasa menyampaikan laporan penggunaan 

hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit Kerja terkait. 
(7) Laporan penggunaan hibah berupa barang a.tau jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah 
berupa ha.rang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan 
kepada Pemerintah Daerab dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima 
hibah. 

(8) Laporan/dokumen pengendalian dari SKPD/Unit Kerja pengelola hibah 
khusus hibah berbentuk barang atau jasa. 

Pasal 19 

(1) Hibah be.rupa uang dicatat sebagai rea.lisasi jenis belanja hibah pada SKPD 
terkait dalam tahun anggaran berkcnaan. 

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai rea.lisasi obyek belanja hibah 
pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pad a SKPD 
terkait. 
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Pasa120 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi: 
a . Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati; 
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah; 
c. NPHD; 
d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang 

diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah 
diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; clan 

e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah 
terima barang (Serita Acara Serah Terima Barang) atas pemberian hibah 
berupa barang. 

Pasal 21 

(1) Penerima hibab bertanggungjawab secara fonnal dan material atas 
penggunaan hibah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 
a. laporan penggunaan hibah; 
b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang 

diterima telab digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah 
diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan 

c. bukti-buhi:i pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 
perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan bagi 
penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang 
(Serita Acara Serah Teri.ma Barang) bagi penerima hibab berupa barang. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf 
b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD/Unit Kerja terkait selambat
lambatnya 2 (dua) bulan setelab kegiatan selesai dilaksanakan atau paling 
lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali 
ditentukan Jain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan 
dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan. 

(5) Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah di atas 
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan pemeriksaan/review 
oleb lnspektorat Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Pelaksanaan pemeriksaan oleh lnspektorat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) harus bersifat review dan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku sehingga dapa t memberikan pendapat tentang 
kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan 
pertanggungjawaban. 

(7) Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat dilaporkan kepada Bupati dengan 
tembusan disampaikan kepada SKPD terkait dan PPKD. 

Pasal 22 

Rcalisa si hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam 
tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 23 

Realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi 
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan 
atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah 
Daerah. 

I 
15 

. , . 
- -~. r-



BABV 
BANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 24 

. ah d t mberikan bantuan sosial kepada individu, 
(1) Pemenntahk DI aer k d:a/a::t masyarakat sesuai kemampuan keuangan keluarga, e ompo 

(2) ~::ferian bantuan sosial sebagaimana dim~sud pada ay'.:t (1) di!~~ 
setelah memprioritaskan pemenuhan belanJa urusan waJ1b . d~~s dan 
pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, ras1on 
manfaat untuk masyarakat. ah k · b 

(3) Asas keadilan sebagaimana dim~sud pada ayat (2) adal esetm angan 
distribusi pemberian bantuan s0s1al. . u 

(4) Asas kepatutan sebagaimana dimaks~d pada ayat (~) adalah tindakan ata 
suatu sikap yang dilakukan secara waJar dan propors1onal. 

(5) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksu_d pada ay~t ~2) adalah bahwa 
pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar dan ditenma oleh aka1 dan 

(6) ~=a;~faat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. 

Pasal 25 

(1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi: 
a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami 

keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, 
politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan 
hidup minimum; 

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain 
yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak 
terjadinya resiko sosial. 

(2) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari 
bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 
yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 
yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat 
penyusunan APBD. 

(4) B:3-11tuan sosiaI yang tidal< dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial 
Y~g tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila 
d1tunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebib besar 
bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. 

(5) Pagu _alokasi . anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebaga'.mana dunaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran 
yang dLTencanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
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Pasal 26 

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (ll 
memenuhi kriteria paling sedikit: 
a. selektif; 
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; d 
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam kea aan 

tertentu dapat berkelanjutan; 
d. sesuai tujuan penggunaan. . . 

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a d1art1kan 
bahwa bantuan sosial hanya dibcrikan kepada calon peneli.ma yang 
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. 

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: , 
a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kabupaten ReJang 

Lebong; dan 
b. berdomisili dalam wi1ayah Kabupaten Rejang Lebong. 

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan 
tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus 
diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan 
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran 
sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. 

(5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d bahwa tujuan pembecian bantuan sosial meliputi: 
a .. rehabilitasi sosial; 
b. perlindungan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; 
d . jarninan sosial; 
e. penanggulangan kemiskinan; dan 
f. penanggulangan bencana. 

Pasal 27 

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a 
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang 
yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 
secara wajar. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b 
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan 
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar 
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 
minimal. 

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf c 
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang 
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi 
kebutuhan dasamya. 

(4) Jam.inan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf d 
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar 
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) 
huTUf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan 
terhadap o~ang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau 
mempunya.i sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi 
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) 
huruf f merupakan scrangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. 
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Pasal 28 

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh 
penerima bantuan sosial. 

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi 
anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat 
lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putrl 
pahlawan yang tidal< mampu. 

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan 
kendaraan operasional untuk sekolah Juar biasa swasta dan masyarakat 
tidak mampu, bantuan makana.n/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, 
temak bagi kelompok rnasyarakat kurang ma.mpu. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal 29 

(1) Anggota/ kelompok masyarakat menyaropaikan usulan bantuan sosial secara 
tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal. 

(2) Proposal untuk permohonan bantuan sosial berupa uang paling sedikit 
memuat: 
a latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta

fakta dan permasalahan- permasalahan yang melatarbelakangi 
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuao sosial oleh 
calon penerima bantuan sosial; 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya 
usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial; 

c. susunan kepengurusan (untuk kelompok masyarakat), berisi uraian 
tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat yang mengajukan 
usulan bantuan sosial; 

d. domisili anggota atau kelompok masyarakat, berisi uraian tentang 
keberadaan/ alamat dari anggota atau kelompok masyarakat yang 
mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat 
dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; 

e. bentuk kegiatan/ rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang 
kegiatan yang akan dilaksanakan atau rencana penggunaan dana oleh 
calon penerima bantuan sosial; 

f. rincian kebutuhan anggaran/ Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian 
tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian 
kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; 

g. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial serta di 
stempel/cap (untuk kelompok masyarakat) atau cap jari bagi yang tidak 
mampu tanda tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat 
setempat. 

(3) Proposal untuk pennohonan bantuan sosial berupa barang sekurang
kurangnya memuat : 
a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta

fakta dan permasalahan- permasalahan yang melatarbelakangi 
dil.aksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan sosial oleh 
calon penerima bantuan sosial; 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya 
usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial; 

c. susunan kepengurusan (untuk kelompok masyarakat), berisi uraian 
tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat yang mengajukan 
usulan bantuan sosial; 
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d. domisili anggota atau kelompok masyarakat, berisi uraian tentang 
keberadaan/alamat dari anggota atau kelompok masyarakat yang 
mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat 
dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; 

e. jenis dan barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan barang 
yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial; 

f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial serta di 
stempel/cap (untuk kelompok masyarakat) atau cap jari bagi yang tidak 
mampu tanda tangan yang diketahu.i oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat 
setempat. 

(4) Bupati menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan verifikasi atas 
usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 
SKPD/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi seb!lgairnana dimaksud 
dalam Pasal 4. 

(6) Verifikasi bertujuan untuk : 
a. memastikan keberadaan anggota atau kelompok masyarakat yang 

mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktiJ); 
b. memastikan domisili/ alamat anggota atau kelompok masyarakat sesuai 

dengan proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial; 
c. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan bantuan sosial belum 

dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial; 
d. meminta dokumen- dokumen pendukung yang diperlukan sesuai 

kebutuhan, antara Jain : 
1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial; 
2. fotocopy dokumen/akta pendirian/pernbentukan kelompok masyarakat 

atau penunjukan / pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta 
notaris/ keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau 
dokumen Jainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; 

3. surat pemyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh 
calon penerima bantuan sosial (untuk keloropok masyarakat); 

4. fotocopy rekening bank atas nama anggota atau kelompok masyarakat 
yang specimennya atas oama anggota masyarakat/pimpinan/ketua 
dan bendahara. 

(7) Format surat pemyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf d aogka 3, sebagaimana tercantum dalam 
Lampirao A Peraturan Bupati ini. 

(8) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pad.a ayat (4) dan 
ayat (5) menyampaikan basil verifikasi berupa proposal dan rekomendasi 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi keterangan 
mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan disertai 
kesimpulan permohonan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui, 
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 30 

(1) Dalam hal proposal dan rekomendasi sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 29 
ayat (9) disetujui, maka Bupatl meneruskan proposal dan rekomendasi 
dimaksud ke Bappeda Kabupaten Rejang Lebong untuk dibahas lebih lanjut 
dengan TAPD sebagai pertimbangan penganggaran dalam Rancangan 
APBD/Rancangan Perubahan APBD. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi Kepala SKPD/Unit Kerja sebagaimana 
ctimaksud dalam Pasal 29 ayat (9) menghasilkan rekomendasi tidak dapat 
disetujui, maka PPKD melalui TAPD tidak dapat menganggarkan pada APBD 
tahun berkenaan atau pad.a Perubahan APBD. 
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Pasal 31 

(1) Bantuan sosiaJ berupa uang atau barang yang direncanakan d!cantumkan 
dalam RKA-SKPD. 

(2) Bantuan sosial berupa uang yang tidak direncanakan dicantumkan dalam 
RKA-PPKD. 

(3) RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
rnenjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 32 

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 28 ayat (2) 
dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, 
obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada SKPD. 

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(3) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang difonnulasikan 
kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang 
dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan 
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja 
bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat 
berkenaan pada SKPD. 

(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 33 

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan 
barang berdasarkan atas DPA-SKPD. 

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang tidak direncana.kan berupa uang 
dan barang berdasarkan atas DPA-PPKD. 

Pasal 34 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan 
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubaban 
APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran 
Perubahan APBD. 

(2) Penyaluran/penyeraban bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima 
bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penerima bantuan sosial 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang. 

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran 
langsung (LS). 

(5) Dalam ha! bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan 
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan m.elalui 
mekanisme tambah uang (TU). 

(6) Proses pembayaran atas belanja bantuan sosial dilakukan melalui 
SKPD/Unit Kerja terkait. 

(7) Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan bantuan sosial 
beserta proposal bantuan sosial kepada SKPD/Unit Kerja terkait sesuai 
dengan kewenangannya. 
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(8) SKPD/Unit Kerja terkait melakukan verifi.kasi berkas dengan kelengkapan 
sebagai berikut : 
a. Pakta Integritas; 
b. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima 

bantuan sosial; 
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial; 
d. Surat Permobonan pengajuan dari calon penerima bantuan sosial yang 

teiah didisposisi Bupati; 
e. Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup yang ditandatangani oleh 

penerima bantuan sosial; 
f. Dokumen- dokumen pendukung pada saat verifikasi terhadap surat 

permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 
(6) huruf d. 

g. Proposal pengajuan bantuan sosial yang telah didisposisi Bupati; 
h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan anggaran yang telah 

disetujui. 
(9) SKPD/Unit Kerja terkait setelah menyatakan kelengkapan berkas telah 

lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (8), selanjutnya Kepala SKPD 
selaku Pengguna Anggaran meneruskan berkas dimaksud kepada 
Bendahara Pengeluaran SKPD agar menerbitkan SPP-LS beserta dokumen 
kelengkapannya untuk diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan 
(PPK) pada SKPD. 

(10) PPK pada SKPD memeriksa berkas Kelengkapan SPP yang diajukan 
Bendahara Pengeluaran SKPD untuk djterbitkan SPM oleh Pengguna 
Anggaran atau Kuasa Pengguna Aaggaran. 

(ll)SPM beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada BUD/Kuasa BUD 
untuk diteliti dan diterbitkan SP2D yang selanjutnya proses transfer ke 
rekening yang ditujukan kepada pemohon bantuan sosial. 

(12) Pemohon bantuan sosial dapat mencairkan SP2D tersebut ke Bank Persepsi 
yang telah ditunjuk. 

(13)Untuk Sekretariat Daerah penandatanganan Nota Dinas Pencairan Dana 
Bantuan Sosial dilakukan oleh Kepala Unit Kerja. 

( 14) Format kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8), 
tercantum pada Lampiran D, E, F, G dan H Peraturan Bupati ini. 

(15) Khusus untuk bantuan sosial yang tidak terencana, Bagian Administrasi 
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan 
verifikasi berkas dengan kelengkapan sebagai berikut : 
a. Nota Dinas basil verifikasi dari Bagian. Administrasi Pembangunan; 
b. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima 

bantuan sosial (bermaterai); 
c. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial 

(bermaterai); 
d. Proposal/Surat pengajuan bantuan sosial yang telah didisposisi Bupati; 
e. Dokumen pendukung lainnya seperti Surat Rujukan, Surat Keterangan 

Tidak mampu/Miskin. 
f. Fotokopi KTP/KK; 
g. Fotokopi Buku Rekening Bank; 

(16) Setelah berkas dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (JS), 
selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). 

( 17) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan melakukan proses pencairan 
dana kepada pene.rima bantuan sosial tidak terencana atas usu.Ian Bagian 
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
dengan melampirkan : 
a. Proposal/Surat pengajuan bantuan sosial yang telah didisposisi Bupati; 
b. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon peneniiia 

bantuan sosial (bermaterai); 
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c. Fotokopi KTP/KK; 
d. Fotokopi Buku Rckcning Bank. 

Pasal 35 

Pengadaan barang yang bersumber drui dann bantunn sosial dilaksanakan 
sesuai dengan kctentuan peraturan pcrundangan yang berlaku di bidang 
pengadaan barang dan jnsa pemcrin tah. 

Bagjan Kccmpat 
Pelaporan dan Pcnanggungjawaban 

Pesa) 36 

(I) Pcncrima bantua.n sosial bcrupa uang mcnyampaiknn laporan pcnggunaan 
bantuan sosial kepada BupnLi rnclalui SKPD tcrknit dcngan tcmbusan kcpada 
BPKD. 

(2) Laporan pcnggunaan bnntuan sosinl hcrupa uang schagaimana dimaksud 
pad a asat (I) paling scdikit mcmunt : 
a. pendahuluan, bcrisi uraian tentm1g gamharan umum mcngcnai 

pelaksanaan kcgiatan/ pcnggunann bimtuan sosinl yang tclah dilakukan 
oleh penerima bantuan sosial; 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tcn tang maksud dan tujuan 
disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial; 

c. realisasi penggunaan dana, bcrisi uraian tentang anggaran yang telnh 
dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak diguna.kan untuk 
membiayai kegiatan yang tclah dilaksanakan sesuai dengan proposal 
bantuan sos.ial yang tclah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang 
Lebong; 

d. penutup, berisi uraian rentang ha.l- hal yang perlu untuk disampaikan 
oleh penerima bantuan sosia.l terkait dengan kegiatan yang telah 
dilaksanakan; 

e. tanda tangan dan nama lengkap penerima banruan sosial (pimpinan/ 
ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga ( bagi kclompok 
masyarakat) atau tanda tangan/ cap jari bagi yang tidak mampu tanda 
tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosia.l ( bagi anggota 
masyarakat). 

(3) Penerima bantuan sosial bcrupa barang menyampaikan laporan penggunaan 
bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD/Unit Kcrja tcrkait. 

(4) Laporan penggunaan bantuan sosinl berupa barnng scbagaimana dimaksud 
pada ayat (3) paling sedikit memual penjelasan mcngcnai penggunaan 
bantuan sosial berupa barang tclah scsuni dcngan proposal bantuan sosial 
yang telah diajukan kcpada Pemcrint.ah Dacrnh scna ditandatangani olch 
penerima bantuan sosial. 

(5) Lapora.n/dokumen pcngcndalian dari SKPD/Unit Kcrja pcngclola bantuan 
sosia.l khusus bantuan ::;osial bcrbentuk barnng. 

Pasa.l 37 

(!) Bantuan sosial berupa uang dicalat scbagal realisasi jenis belonja bantuan 
sosial pada SKPD/PPKD dalam Lahun anggaran berkcnaan. 

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat scbagai realisnsi obycl< belAnja bantuan 
sosial pada jcnis bclanja barang dan jAsa dalam program <.Ian kcgiat.an pada 
SKPD terkait. 

Pasal 38 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah alas pemberian bantua.n sosial 
meliputi: 

22 t 
1 



a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepad~ Bupati; 'al 

~: !:u=;J:tid:ui;e;~:r:atat~f: !es~~n~;n:an~~::;a~ bahwa 
bantuan sosial yang diterima akan digunakan ses~ai dengan usulan proposal 
bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemenntah Daerah; dan 

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pembcrian bantuan s?sial berupa uang 
atau bukti serah terima barang (Serita Acara Serah Tenma Barang) atas 
pemberian bantuan sosial berupa barang. 

Pasal 39 

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara fonnal dan material atas 
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerirna bantuan sosial meliputi : 
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosiaJ; 
b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial 

yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan 
sosial yang telah diajukan kepada Pernerintah Kabupaten Rejang Lebong; 
dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 
perundang-undangan bagi penerima bantuan sosiaJ berupa uang termasuk 
kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang 
{Serita Acara Serah Terima Harang) bagi penerirna bantuan sosial berupa 
barang. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf 
b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait 1 {satu) bulan setelah 
kegiatan selesai dilaksanakan dan paling larnbat tanggal 10 (sepuluh) bulan 
Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan 
dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan. 

(SJ SKPD terkait harus berperan aktif agar penerima bantuan sosial dapat 
menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya. 

Pasal 40 

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah 
daerah dalarn tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 41 

Reali~si bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi 
pemenntahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan 
atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah 
Daerah. 

BAB V1 
MONITORING DAN EVALUASI 

PasaJ 42 

(1) bS~babD/dUnit Ke.rja terk~t melakukan monitoring dan evaluasi ata.s pemberian 1 an bantuan sos1al. 
(2) Hasil monitoring dan al • b . . 

d " "k ev uas1 se agaimana d1maksud pada ayat (1) 
P~~~~: ke:-da Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKD selaku 

spe orat Kabupaten Rejang Lebong. 

23 



Pasal43 

(1) Untuk kelancaran dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dapat dibentuk Tim yang terdiri dari 
SKPD/Unit Ke1ja terkait atau Tim pada SKPD/Unit Kerja Pengelola hibah dan 
bantuan sosial. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasal 44 

Dalam ha! hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai 
dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang 
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 45 

Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak memadai atau rendah, dana 
hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten 
Rejang Lebong, dapat dilakukan rasionalisasi, pengurangan, pembayaran 
pertahapan, atau tidak direalisasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah 
Daerah. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 46 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka : 
1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong; 

2 . Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong; 

3. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2014 tentang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 

Dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. 

I I 
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Pasal 47 

Peraturan Bupati ini berlaku surut terbitung sejal< tanggal 1 Januari 2021 

Agar setiap orang mengetabufoya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Ditetapkan d1 Curup 
Pada tanggal J.J Ay,r,-( 2021 

BUPATI REJANG LEBONG, 

~-... ... · __ 
SYAMSUL EFFENDI 

Diundangkan di Curup 
Pada taoggaJ is ,4q,r, 1 2021 

SEKRET 
KABUPATEN 

SDAERAH 
ANGLEBONG, 

, 

H. R. A. DENNI 

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 67£ 

t • ""' 
I; l :•., 
" t, cu 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR II TAHUN 2021 
TANGGAL iJ ~n1 2021 

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL 

SURAT PERNYATMN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL 

Saya yang bertanda tangan dibawab ini : 

Nama 
No ldentitas KTP 
Alamat 
Jabatan 
Bertindak untuk 
dan atas nama 

Dalam rangka pemberian hlbah/bantuan sosial*) dari Pemerintab Kabupaten 
Rejang Lebong, dengan ini saya menyatakan bahwa didalam kepengurusan 
organisasi kami tidak terjadi konflik internal. 

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan 
dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pemyataan saya tidak 
benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai 
dengan Peraturan perundang-undangan. 

*) Caret yang tidak perlu 

Curup, ........................ .. 

Yang Membuat Pemyataan 
Materai/ttd/stempel 

( ..................................... .......... ) 
Nama Penerima Hibah 

--·-· 1- -I •'•••• ... ~"' - .. -·-~ --

• , I i'" I 
\,.; .. - - -- - -'/:. ' . . . - - -
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B. FORMAT REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL 

KOPSKPD 

Nomor 
Sifat : Penting 
Lampiran 
Hal : Rekomendasi 

Curup, 

Kepada, 
Yth. Bupati Rejang Lebong 

Melalui Sekretaris Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong 
di-

CUR UP 

Berdasarkan proposal yang diajukan oleh . .. . .. . ... . . .. . . . .. . . .. melalui surat 
Nomor .............. .. tanggal.. ....... ..... Hal : ............... , sete.lah dilakukan verifikasi 
terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain : 

1. Kelengkapan Administrasi 
2. Domisili 
3. Keberadaan Organisasi 
4. Nilai yang diajukan 
5 Terdaftar 

(khusus penerima hibah) 

D Lengkap 
D Jelas 
D Fiktif 
D Wajar 
□ Ya 

6. Pengelompokan penerima Hibah (khusus penerima hibah) 
□ Pemerintah Pusat 
D Pemerintah Daerah Lain 
DBUMN/BUMD 
D Badan dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan 

D tidak Jengkap 
D tidak jelas 
0 Tidak fiktif 
D Tidak Wajar 
D Tidak 

7. Pengelompokan penerima Bantuan Sosial (khusus penerima Bantuan Sosial) 
D Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat 
D K~IQIDJ?Qk M~sy~t 

Catatan: 
.......................................................................... ... ...... , .................................. . 
• • o • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • t • • • • o • • o • o • • • o I • o • • ♦ o • • • • • • o • • • o • • • o 

........... ' .............. , ········ ........ ' ..... ' ..................... , ..... , .. , .................. ······· ............ . 
Kesimpulan : 
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat*) disetujui terhadap 
proposal yang diajukan. 

Demildan disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dari Bapak 
Bupati Rejang Lebong, terima kasih. 

Catatan: 
*) D Bcri tanda X jika dianggap benar / sesuai 
*) Coret yang tidak perlu 

Kepala SKPD/Unit Kerja ..... . 
Tanda tangan 
Nama 
NlP 



C. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HlBAH DAERAH 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH 
ANTARA 

(SKPD PENGELOLA HIBAH) 
DENGAN 

(PENERIMA HIBAH) 
TENTANG 

ANGGARAN BELANJA HlBAH KEPADA ............................ , ............. .. . 
TAHUN ANGGARAN .. . 

NOMOR: ......... . 
NOMOR: ......... . 

Pada hari ini ........... .... tanggal..... ......... bulan.............. tahun dua ribu 
............ ( .. - .. - .... ), bertempat di Curup Kabupaten Rejang Lebong, masing-masing 
kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Nama 
NIP 
Jabatan 
Alamat : 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (SKPD terkait), yang selanjutnya 
disebut PIHAK KESATU. 

2. Nama 
Jabatan 
Alamat 

dalam ha! 101 bertindak untuk dan atas nama (penerima hibah), yang 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing
masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk mengadakan 
Perjanjian Hibah Daerah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : 

BAB I 
TUJUAN DAN BESARAN 

Pasal l 

Pemberian Hibah kepada ........... ... (penerima hibah) ditujukan untuk menunjang 
pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 
pada ...................... (SKPD terkait) dalam bentuk kegiatan .............................. .. 

Pasal 2 

PIHAK KESATU memberikan hibah berupa uang/barang/jasa kepada PfHAK KEDUA 
dengan nilai sebesar Rp ............. . ,- ( ......... .......... ) dengan rincian penggunaan dana 
hibah sebagaimana terlampir. 

BAB II 
DASAR PERJANJIAN HIBAH DAERAH 

Pasal 3 

(1) Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan : : ·: .·.:-~: .. t-
i ~#•I.! - - .. -
. •' ~ 



1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286): 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 56 79); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang
Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2854); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4738); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 tentang Hibab Kepada Daerab 
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
5272 ); 

9, Per;i.turan Pemerintah Nornor 12 T~lln 2Q!9 t~p~g P~ngeJoi~ K~1,1ru1g?J! 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepubUk Indonesia 
Tabun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telab diubab 
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerab Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133); 

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tabun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 
9); 

14. Peraturan Daerah Nomor .. Tabun .... tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tabun Anggaran .... (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun .... Nomor ... , Tambaban Lembaran 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor .. ); 

15. Peraturan Bupati Rejang Le bong Nomor .. Tahun .. .. ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten Rejang Lebong Tahun 
Anggaran .... (Serita Daerab Kabupaten Rejang Lebong Tahun .... Nomor ... ); 

16. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor .. Tabun .... tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten Rejang 
Lebong (Serita Daerab Kabupaten Rejang Lebong Tahun .... Nomor ... ); 
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17. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor .... ... .. Tahun ..... tentang Penetapan 
Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 

. . . . . . . . , 
18 ...... ... ... .. (surat pennohonan penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari 

penerima hibah). 
(21 Dasar Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 

satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Hibah 
Daerah ini. 

BAB ID 
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

Pasal 4 

(1) Hak PIHAK KESATU : 
a. menerima permohonan hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan 

proposal/rencana kegiatan; 
b. menerima laporan dari PIHAK KEDUA at.as pemberian Hibah; 
c. menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal/rencana kegiatan PIHAK 
KEDUA. 

(2) Hak PIHAK KEOUA : 
a. menerima hibah sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 

Perjanjian Hibah Daerah ini; 
b. memanfaatkan dan menggunakan hibah sesuai dengan proposal/rencana 

kegiatan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. 
(3) J{ewajiban PIHAK J{ESATU, ya,itu memberikan pibah sebagaimana tervp.nt\l!ll 

dalarn Pasal 2 Perjanjian Hibah Daerah ini. 
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA, yaitu memberikan manfaat sesuai dengan tujuan 

pemberian dana bibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Hibah 
Daerahini. 

BAB IV 
TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN 

Pasal 5 
Tata Cara Penyaluran (hibah berupa uang) 

(1) Penyaluran hibah berupa uang diJakukan melaJui pemindahbukuan dari 
Rekening Kegiatan SKPD ......... ke Rekening PIHAK KEDUA, 

(2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan daJam bentuk 
penandatanganan Berita Acara Serah Terima Uang antara PARA PIHAK. 

(3) Penyaluran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan ta.ta cara pengelolaan keuangan 
daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Tata Cara Penyaluran (hibah berupa barang/jasa) 

(1) Penyaluran hibab berupa barang/ jasa dilakukan melalui SKPD . .... . 
(2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk 

penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa antara PARA PIHAK. 
(3) P~nyaluran hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan clan tata cara pengelolaan barang milik 
daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. 



Pasal 6 

Dalam ha! penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 
dan Pasal 5 ayat (1) sebagian atau selu:ruhnya dipergunakan untuk pengadaan 
barang/jasa, maka pelaksanaannya mempedomani ketentuan peratu.ran perundang
undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Pasal 7 
Tata Cara Pelaporan {untu.kjangka waktu 1 {satu} tahun anggaran} 

(1) Penerima hibah wajib menyusun laporan penggunaan hibah yang disertai dengan 
surat pernyataan tanggungjawab. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengembalian sisa dana 
hibah yang tidak dipergunakan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai 
dengan akhir tahun anggaran. 

(3) Laporan sebagairoana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati 
Rejang Lebong melalui SKPD/Unit Kerja terkait dengan tembusan disampaikan 
kepada Badan Penge!olaan Keu1t11gllI'! Pa.erah Kabup!lten ~ejll-ng l&bong. 

(4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan oleh penerima 
hibah sebagai objek pemeriksaan. 

(5) Tahapan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
dilakukan pemeriksaan/audit oleh akuntan publik/pejabat yang berwenang 
sepanjang dibutuhkan. 

Tata Cara Pelaporan (Tata Cara Pelaporan {untuk jangka waktu 1 {satu} tahun 
anggaranjika diperlukan dan khusus untuk Badan/Yayasan/Lembaga/Organisasi 

Masyarakat yang bergerak di bidang Pendidikan) 

(1) Penerima hibah wajib menyusun laporan penggunaan hibah yang disertai dengan 
surat pemyataan tanggungjawab. 

(2) Laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) termasuk sisa dana hibah yang 
tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun anggaran dan akan dilaporkan 
se.rta dipertanggungjawabkan untuk tahun anggaran berikutnya. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampai.kan kepada Bupati 
Rejang Lebong melalui SKPD/Unit Kerja terkait dengan tembusan disampaikan 
kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

(4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disirnpan oleh penerima 
hibah sebagai objek pemeriksaan. 

(5) Tahapan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
dilakukan pemeriksaan/audit oleh akuntan publik/pejabat yang berwenang 
sepanjang dibutuhkan. 

BABV 
JANGKA WAKTU 

Pasal 8 

Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya 
Perjanjian Hi bah Daerah ini oleh PARA PlHAK sampai dengan tanggal ......... Bulan 
........... Tahun ......... 
{secara umum jangka walctu berlakunya Perjanjian Hibah Daerah adalah 1 (satu.J 
tahun anggaran. Dalam hal diperlukan jangka waktu Perjanjian Hibah Daerah dapat 
lebih dari 1 {satu) tahun anggaran hanya berlaku untuk penerima hibah yang 
berbentuk Badan/Yayasan/Lembaga/Organisasi Masyarakat yang bergerak di 
bidang Pendidikan) 



BAB VI 
SUMBERDANA 

Pasal 9 

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada APBD Kabupaten 
Rej ang Le bong Tahun Anggaran 20:XX melalui anggaran ........ . pada Belanja Hibah 
kepada ....... ......... .. dengan Kode Rekening .... ....... .......... . 

BABVIl 
SANKS! 

Pasal 10 

Penerima Hibah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VIII 
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) 

Pasal 11 

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kema.mpuan dan/atau kekuasaan salah satu pib.ak 
sehingga mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian 
maupun seluruhnya, maka pihak tersebut memberitahukan hal tersebut kepada 
pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tajuh) hari kerja. 

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeu.re) adalah : 
a . Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gernpa bumi, angin topan, perang, 

huru hara, dan Jain-Jain yang terjadi bukan kemauan manusia atau kejadian 
yang ditetapkan sebagai bencana ala.m oleh pernerintah. 

b. Kebijakan Pemerintah dala.m bidang keuangan/rooneter. 

BAB IX 
LAIN-LAIN 

Pasal 12 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah Daerah ini, akan diatur lebih 
lanj ut berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK yang berpedoman 
pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BABX 
PENUTUP 

Pasal 13 

(1) Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenarnya dan 
ditandatangani oleh PARA PJHAK di Curup pada hari, tanggal dan bulan 
sebagaimana tersebut ill atas dalam rangkap 4 (empat) dan ilibubuhi materai 
secukupnya , masing-masing mempunyai kekuatan bukum yang sama, Asli 
Pertama untuk PIHAK KESATU, Asli Kedua untuk PlHAK KEDUA, 'Asli Ketiga 
untuk Arsip .. ...... ... ..... . (SKPD/Unit Kerja pengelola hibah), dan Asli Keempat 
untuk Arsip Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
selaku PPKD/BUD, serta tembusannya ilisampaikan kepada pihak yang 
berkepentingan. 

(2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Hibah Daerah ini, 
maka akan diadakan perbaikan sebagaitnana mestinya, dan perbaikan tersebut 
barus iliketahui dan disepakati oleb PARA PIHAK. 

. 
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D. FORMAT NOTA DINAS PENCAIRAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL 

PEMERINTAH KABUPATEN RE.JANG LEBONG 
KOPSKPD 

(Alamat SKPD) 

NOTADINAS 

: Kepala BPKD Kabupaten Rejang Lebong 
: (SKPD/Unit Kerja*) 

Kepada 
Dari 
'l'anggal 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Peribal : Pengajuan pencairan Dana Hibah/Bantuan Sosial*) untuk. .................. . 

Memperbatikan Keputusan Bupati Rejang Le bong Nomor : ............................... . 
Tanggal ....................... ten tang Penetapan Daftar Penerima Hibab/Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten Rejang 
Lebong Rejang Lebong Tabun Anggaran .... dan setelah dilakukan verifikasi terhadap 
berkas persyaratan, bersama ini kami mengajukan Nota Dinas Pencairan Dana 
Hibab/Bantuan Sosial") sebagai berikut : 
a. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp. 0,

(Terbilang) 
b. Untuk Keperluan : Pemberian Hibah/Bantuan SosiaI*) kepada (Penerima 

Hibah/Bantuan Sosial") untuk/dalam rangka (kegiatan yang direncanakan) 
c. Alamat : {Alamat penerima hibah/bantuan sosial") 
d. No.Rekening Bank/Bank: ........................................... / ..................... . 
e. Berkas persyaratan yang dilampirkan : □ Proposal 

D Rekomendasi 
D Naskah Perjanjian Hibah Daerab 

(khusus untuk penerima hibah) 
□ Serita Acara Serab Terima Uang 
D Surat Pemyataan Tidak Terjadi 

Konllik Internal 
D Surat Pemyataan Tanggung Jawab 
D Pakta lntegritas 
□ Surat Keterangan Transfer 

Demikian Nota Dinas ini disampaikan sebagai pertimbangan dalam poses 
selanjutnya. 

KEPALA SKPD /Unit Kerja 

............. ... ' ............................ . 
NIP. 

Catatan: 
*) Coret yang tidak perlu 
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' : ·\ ' . . -· - / . 
I,', ,:_ .. • 
;. -·-· - · --. -.. , . 



E. FORMAT BERITA ACARA SERTA TERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL 

SERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) 
Nomor: 

Pada hari ini.. ... ....... .. tanggal ............. .. bulan ............. tahun dua 
ribu ........... ..... , masing-rnasing kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

l. (Nama Pemberi Hibah/ Bansos) Kepala SKPD /Unit Kerja, dalam hal ini 
bertindak untuk dan a tas nama ......... ... (nama SKPD 
pernberi hibah/bantuan sosial), yang selanjutnya 
clisebut PJHAK KESATU. 

2. (Nama Penerima Hibah/ Bansos•J : (Jabatan Penerima Hibah/ Bansos") 
berkedudukan di (Alamat Penerima Hibah/ Bansos•J 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
(Organisasi/ Jnstansi/ Lembaga Penerima Hibah/ 
Bansos*), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah 
terima Pemberian Hibah/Bantuan Sosial*) yang bersurnber dari APBD Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun Anggaran 20XX, climana PlHAK PERTAMA menyerahkan Dana 
Bantuan Hibah/Bantuan Sosial*) Kepada PIH AK KE DUA sebesar Rp ......... . 
(terbilang), dalam rangka (kegiatan yg dilaksanakan} sebagaimana tertuang dalam 
Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : ... .... .... ... ......... tanggal.. .... ...... ......... . 
tentang .................. dan Naskah Perjanjian Hi bah Daerah Nomor ... ...... . Tahun ....... . 
tentang ........ ..... ...... tanggal ....... ..... ...... (khusus penerima hibah}. 

Demikian Serita Acara Serah Terirna ini dibuat dalarn rangkap 3 (tiga) untuk 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Yang Menerima, 
PJHAK KEDUA 

(Nama Penerima Hibah/ Bansos•J 

Catatan: 
*) Coret yang tidak perlu 

Curup, 20XX 

Yang Menyerahkan, 
PIHAK KESATU 

(Nama Pemberi Hibah/Bansos•) 

,''· --_ .. A.~ .. 
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F. FORMAT SURAT KIITERANGAN TRANSFER 

KOP SURAT PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL 
~:=-======---=--------=#======a- --------=~-~======= - ===-----

SURAT KETERANGAN TRANSFER 
NOMOR: 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 
Alamat 
Jabatan 
Bahwa untuk keperluan penyaluran dana hibah/bantuan sosial*) kepada ............. . 
dalam rangka ............. , dengan ini menerangkan bahwa : 

No. Rekening 
NamaBank 
Atas Nama 

Adalah benar rekening milik (penerima hibah/bantuan sosial*), dan selanjutnya 
untuk pencairan dana hibah/bantuan sosial*) tersebut mohon untuk ditransfer ke 
nomor rekening dimaksud. 

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Curup, 20XX 

Hormat Saya 
Penerima Hibah/Bantuan Sosial*), 

( ....................... ) 

Catatan: 
*) Coret yang tidak perlu 



G. FORMAT PAKTA INTEGRITAS 

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) 

Saya yang bertanda tangan dibawah in.i : 

Nama 
No ldentitas KTP 
Alamat 
Jabatan 
Bertindak untuk 
dan atas nama 

Da!am rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah/bantuan sosial*J, 
deogan ini menyatakan bahwa saya ; 

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui 

ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan 
kegiatan yang dibiayai dari dana hibah/bantuan sosial*) ini. 

3. Akan menggunakan dana hibah/bantuan sosial*) sesuai dengan usulan 
proposal hibah/bantuan sosia!*) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (khusus 
peoerima hibab) serta pelaksanaannya akao mematuhi Peraturan Bupati Rejang 
Lebong Nomor ..... Tahun ........ tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Aoggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan peraturan perundang
undangan. 

4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana 
Hibah/bantuan sosia!*) yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

S, Apal?ila ~Ya mel~ggw hal- hal yang ~el~ ~ya nya~k~ g!l,l~ P~ 
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Demildan pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh 
tanggungjawab. 

Catatan: 
*) Coret yang tidak perlu 

Curup, 20xx 

Yang Membuat Pemyataan 
Materai/ ttd / stempel 

( Penerima Hibah/Bansos*) 
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H. FORMATSURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAW AB PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama 
No Identitas KTP 
Alamat 
Jabatan 
Bertindak untuk 
dan atas nama 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Saya sebagai penerima hibah/bantuan sosial*) telah menggunakan dana 
hibah/bantuan sosial*) sesuai dengan proposal hibah/bantuan sosial* dan 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (khusus penerima hibah) serta pelaksanaannya 
telah mematuhi Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ........ Tahun ......... . 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring clan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong dan Pe_raturan perundang-undangan. 

2. Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana 
hibah/bantuan sosial*) dimaksud. 

3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya 
sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerab, maka saya bersedia 
mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia 
menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Demil<lan surat pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 
tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Catatan 1 

*l Coret yang tidak perlu 
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Curup, 20:XX 

Penerima Hibah/Bantuan Sosial*) 
Materai/ttd/stempel 

(Nama Lengkap) 

BUPATI RE.JANG LEBONG, 

SYAMSUL EFFENDI 


